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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya kebutuhan pegawai 

negeri sipil yang tepat, berkualitas, dan profesional 

sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan minat kerja 

dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pencapaian 

target kinerja organisasi, perlu melaksanakan redistribusi 

pegawai negeri sipil; 

b. bahwa redistribusi pegawai negeri sipil sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan secara 

terencana, tepat sasaran, dan sesuai dengan analisis 

jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan 

tugas dan fungsi organisasi; 

c. bahwa redistribusi pegawai negeri sipil sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dilaksanakan sesuai dengan 

perubahan organisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia berdasarkan Peraturan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun  2019 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145           

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 322); 

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 

NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 

Nomor 11); 

3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

TENTANG REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disebut 

Redistribusi PNS adalah proses yang sistematis dan 

berkelanjutan dalam menata kembali, membagi, 

menyalurkan, dan menempatkan PNS di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk memperoleh 

kuantitas, kualitas, dan komposisi yang tepat sesuai 

dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan 

analisis kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 

pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan 

organisasi. 

4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya 

disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 

5. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI. 

 

Pasal 2 

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan Redistribusi PNS. 
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Pasal 3 

Redistribusi PNS bertujuan untuk: 

a. menata kembali kebutuhan PNS berdasarkan analisis 

Jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan 

tugas dan fungsi organisasi; 

b. meningkatkan kontribusi PNS sebagai pemangku 

Jabatan terhadap pencapaian target kinerja organisasi 

serta pelaksanaan tugas dan fungsi; 

c. menempatkan PNS sesuai dengan kompetensi dan minat 

kerja. 

 

Pasal 4 

Redistribusi PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

a. terencana; 

b. sistematis; 

c. tepat sasaran; 

d. berkelanjutan;  

e. transparan; dan 

f. objektif. 

 

BAB II 

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PNS 

 

Pasal 5 

Tahapan pelaksanaan Redistribusi PNS sebagai berikut: 

a. analisis Jabatan, analisis beban kerja, dan analisis 

kebutuhan tugas dan fungsi organisasi; 

b. identifikasi eksisting PNS; 

c. pembagian pola kerja sesuai dengan tugas dan fungsi; 

dan 

d. Redistribusi PNS sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

Pasal 6 

(1) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 

informasi tentang suatu Jabatan. 
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(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk menetapkan uraian tugas, peta, dan 

persyaratan Jabatan. 

 

Pasal 7 

(1) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf a dilaksanakan dengan penetapan jumlah 

pegawai yang dibutuhkan dan waktu atau capaian 

kinerja yang digunakan dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 

(2) Penetapan jumlah pegawai dan waktu atau capaian 

kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk menetapkan formasi kebutuhan PNS dalam 

pencapaian tujuan dan target kinerja organisasi. 

 

Pasal 8 

Analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi dalam 

Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5   

huruf a dilaksanakan dengan menghitung kebutuhan  

berdasarkan penggolongan tugas dan fungsi, sebagai berikut: 

a. tugas dan fungsi Satuan Kerja yang melaksanakan 

penelitian (Satuan Kerja generik); 

b. tugas dan fungsi Satuan Kerja yang melaksanakan 

penelitian dengan kekhususan; 

c. tugas dan fungsi Satuan Kerja yang melaksanakan tugas 

dan fungsi pendukung penelitian; dan 

d. tugas dan fungsi Satuan Kerja yang melaksanakan tugas 

dan fungsi pendukung penelitian yang secara fungsional 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

LIPI. 

 

Pasal 9 

Pembagian kewenangan penggolongan tugas dan fungsi 

Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi 

pendukung penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf c  terdiri atas: 
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